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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, baik kepustakaan 

maupun penelitian lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan : 

1. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik 

Kaliurang sudah cukup baik, namun belum memberikan kepastian hukum 

bagi para pihaknya apabila terjadi suatu permasalahan seperti cara 

pembayaran, masalah kerugian dan resiko para pihak akibat kelalaian yang 

tak terduga karena tidak ada perjanjian tertulis diantara para pihak. 

2. Pengaturan hak dan kewajiban para pihak tentang risiko dan kelalaian 

dalam kaitannya dengan bentuk perjanjian konsinyasi secara lisan di 

Mirota Batik Kaliurang menurut Mirota Batik Kaliurang sudah cukup 

baik, namun bagi para supplier masih kurang menjamin hak-hak para 

supplier karena mengenai cara pembayaran, pemberian potongan harga, 

dan retur barang kurang menguntungkan pihak supplier terutama bila ada 

overmacht dan resiko lebih dibebankan pada supplier, meskipun ada itikad 

baik dari Mirota Batik Kaliurang. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang ada, penulis menyarankan kepada para 

pelaku usaha kecil dan menengah yang menggunakan sistem konsinyasi 

dalam perjanjian kerjasama diantara para pelaku usaha agar Perjanjian 

Konsinyasi tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian 

dibuat baku untuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan misalnya berkaitan 

dengan harga, potongan harga, dan jangka waktu pembayaran, sementara 

untuk hal-hal yang tidak perlu dinegosiasikan seperti waktu pengiriman dan 

pengambilan barang dapat dibuat secara baku, agar para pihak dapat 

menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi sehingga tidak pula 

merugikan atau memberatkan para pihak. Selain itu agar memperkecil atau 

meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari 

yang disebabkan karena itikad buruk diantara salah satu pihak, 

kesalahpahaman informasi, ataupun kerugian yang disebabkan salah satu 

pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang 

produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak.   

Penulis juga menyarankan demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian 

kerjasama dengan sistem konsinyasi yang aman, saling menguntungkan, dan 

meningkatkan produktifitas perekonmomian melalui sadar hukum yang baik, 

peran serta para pihak sangat diperlukan baik secara itikad baik maupun isi 

perjanjian yang saling mendukung peningkatan keuntungan para pihak baik 
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Pelaku usaha pada umumnya dan Pihak Mirota Batik Kaliurang dan para 

suppliernya pada khususnya.  
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Draf Pertanyaan Untuk Mirota Batik Kaliurang 

 

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara Pihak Mirota Kaliurang dengan 

para supplier? 

2. Jika tidak tertulis, bagaimana nanti pembuktian jika ada permasalahan atau 

sengketa hukum? 

3. Apa saja yang dimuat dalam perjanjian atau kesepakatan para pihak ? 

4. Apa saja yang menjadi hak Mirota kaliurang? 

5. Apa saja kewajiban Mirota kaliurang terhadap para supplier? 

6. Sistem perjanjian apa yang digunakan Mirota Batik Kaliurang ? 

7. Mengapa menggunakan sistem perjanjian tersebut? 

8. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jika obyek perjanjian tidak laku di pasaran? 

9. Apa diatur dalam klausule perjanjian mengenai retur barang? 

10. Bagaimana sistem pembayaran dalam perjanjian tersebut? 

11. Permasalahan Hukum apa saja yang biasa atau pernah terjadi dalam perjanjian 

konsinyasi antara Mirota Batik Kaliurang dengan para supplier ? 

12. Bagaimana penyelesaian jika ada suatu permasalahan atau sengketa ? 

13. Apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi sudah terlaksana dengan baik? 

14. Apa Ukurannya ? 

15. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang selama 

ini dengan para Supplier ? 

Tambahan lain = 

 

 



Draf Pertanyaan Untuk Supplier 

 

1. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat antara Pihak Mirota Kaliurang dengan 

para supplier? 

2. Jika tidak tertulis, bagaimana nanti pembuktian jika ada permasalahan atau 

sengketa hukum? 

3. Apa saja yang dimuat dalam perjanjian atau kesepakatan para pihak ? 

4. Apa saja yang menjadi Supplier? 

5. Apa saja kewajiban Supplier terhadap Mirota Batik Kaliurang? 

6. Sistem perjanjian apa yang digunakan Supplier? 

7. Mengapa menggunakan sistem perjanjian tersebut? 

8. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jika obyek perjanjian tidak laku di pasaran? 

9. Apa diatur dalam klausule perjanjian mengenai retur barang? 

10. Bagaimana sistem pembayaran dalam perjanjian tersebut? 

11. Permasalahan Hukum apa saja yang biasa atau pernah terjadi dalam perjanjian 

konsinyasi antara Mirota Batik Kaliurang dengan para supplier ? 

12. Bagaimana penyelesaian jika ada suatu permasalahan atau sengketa ? 

13. Apakah pelaksanaan perjanjian konsinyasi sudah terlaksana dengan baik? 

14. Apa Ukurannya ? 

15. Bagaimana Pelaksanaan perjanjian konsinyasi di Mirota Batik Kaliurang selama 

ini dengan para Supplier ? 

Tambahan lain = 

 

 



 

 



 

 


